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KewenanganPembentukanPeraturan

Perundang-Undangan



Pasal1ayat(3) UUD1945 : IndonesiaadalahNegaraHukum

PenjelasanUUD1945 “Negara IndonesiaberdasaratasHukum(Rechtsstaat), tidakberdasaratas 
kekuasaanbelaka(Machtsstaat)”.

SalahsatuunsurdariPrinsipNegaraHukum“rechstaat”, asaslegalitas (tindak tandukpemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan)

Sumber kewenangan dari Peraturan 

Perundang-undangan



Kewenangan adalah kemampuan utk melakukan
tindakanhukumtertentu.

Tindakan hukum adalah tindakan yg dimaksudkan
utk menimbulkan akibat hukum tertentu, dan
mencakup mengenai timbul dan lenyapnya
akibathukumtertentu.

Dalam bahasa hukum wewenang tidak

sama dgn kekuasaan (Bagir Manan).

Kekuasaan hanya menggambarkan hak

utk berbuat atau tdk berbuat. Dalam

hukum, wewenang sekaligus berarti hak

dankewajiban.

Dalam negara hukum, 

pemerintahan berasal dari

wewenang 

peraturan

perundang-undanganygberlaku.



Secara teoritik, kewenangandiperoleh melalui 3 cara:

1. Atribusi, yakni pemberian wewenang
pemerintahan oleh pembuat uu kepada organ
pemerintahan.

2. Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan
dari satu organ pemerintahan kpd organ
pemerintahan lainnya.

3. Mandat, jika organ pemerintahan mengijinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas
namanya.



Kewenangandibatasioleh: materi, tempat,danwaktu.

Diluarbatas-batas tersebutakanmenyebabkanonbevoegheid,yangmeliputi :

▪ Tidakberwenangkarenamateri(Onbevoegheidrationemateriae)

▪ Tidakberwenangkarenawilayahhukumnya(Onbevoegheidratione loci)

▪ Tidakberwenangkarenawaktu(Onbevoegheidrationetemporis)



1. Dilihat dari prosedur
pelimpahan:

▪ Delegasi : dari suatu
organ pemerintahan
kepada organ lain dengan
peraturan perundang-
undangan

▪ Mandat : dalam hubungan
rutin atasan bawahan,
dan tidak harus dengan
peraturan perundang-
undangan.

2. Dilihatdari tanggung jawab 
dantanggunggugat :

: Tanggung
tanggung

• Delegasi 
jawab dan 
gugat beralih
delegans

dari 
kepada

delegataris

• Mandat : tanggung jawab
dan tanggung gugat tetap
pada pemberi mandat.
Mandataris hanya
bertindak untuk dan atas
nama mandans /pemberi
mandat.

si pemberi 
wewenang

3. Kemungkinan
menggunakan
itu lagi :

delegans tidak
• Pada delegasi :

dpt
menggunakan
wewenang itu lagi,
kecuali ada pencabutan
dgn berpegang pd asas
“contrarius actus”.

• Pada mandat : setiap
saat mandans dapat
menggunakan sendiri
wewenang yg
dilimpahkanitu.



1. KewenanganSuatuLembagaNegara

2. KewenanganPemerintah

3. KewenanganMengaturLebihLanjutMateriUndang-Undang

4. KewenanganmenafsirkanKebutuhanUUolehPembentukUU



▪ Pasal 3 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah
danmenetapkanUndang-UndangDasar.

▪ Pasal 24A ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan olehundang-undang.

▪ Pasal 24B ayat (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.

▪ Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentanghasil pemilihanumum.

• Pasal 4 ayat (1): Presiden Memegang

KekuasaanPemerintahanmenurutUUD

• Pasal 20 ayat (1): Dewan Perwakilan Rakyat

memegang kekuasaan membentuk Undang

undang.

• Pasal 22D: DPD berhak Mengajukan RUU, Ikut

Membahas RUU dan pengawasan atas

pelaksanaanUUterkaitdaerah.

• Pasal 23E ayat (1): Kewenangan BPK: Untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

tentangkeuangannegara



TercantumdalamPasal18A

1) Hubunganwewenangantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerahprovinsi, kabupaten,dankotaatau 
antaraprovinsidankabupatendankota,diaturdenganUndang-undangdenganmemperhatikankekhususan 
dankeragamandaerah.

2) Hubungankeuangan,pelayananumum,pemanfatansumberdayaalamdansumberdayalainnyaantara 
pemerintahpusatdanpemerintahandaerahdiaturdandilaksanakansecaraadil danselarasberdasarkan 
undang-undang.



1. Pasal2 : MajelisPermusyawaratanRakyat....... dandiatur lebih lanjut denganundang-undang.”

2. Pasal6ayat(3): Syarat-syaratuntukmenjadiPresidendanWakilPresidendiatur lebih lanjut denganundang-
undang.

3. Pasal6ayat(5) : TatacarapelaksanaanpemilihanPresidendanWakilPresiden lebih lanjut diatur dalam 
undang-undang.

4. Pasal11ayat(3) : Ketentuan lebih lanjut tentangperjanjian internasionaldiatur denganundang-undang.

5. Pasal12 : Presidenmenyatakankeadaanbahaya.Syarat-syaratdanakibatnyakeadaanbahayaditetapkan 
denganundang-undang.

6. Pasal15 : Presidenmemberigelar, tandajasa,danlain-lain tandakehormatanyangdiatur denganundang-
undang.

7. Pasal16: Presidenmembentuksuatudewanpertimbanganyangbertugasmemberikannasihatdan 
pertimbangankepadaPresiden,yangselanjutnyadiatur dalamundang-undang.



8. Pasal17ayat(4): Pembentukan,pengubahan,danpembubarankementeriannegaradiaturdalamundang-undang.

9. Pasal 18 ayat (1): Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yangdiaturdenganundang-undang.

10. Pasal18ayat(7): Susunandantatacarapenyelenggaraanpemerintahan daerahdiaturdalamundang-undang.

11.Pasal18Aayat (1) : Hubunganwewenangantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan
kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragamandaerah.

12.Pasal18B ayat (1) : Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewayangdiaturdenganUndang-undang.

13.Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukumadat serta hak-hak
tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
RepublikIndonesia, yangdiaturdalamundang-undang.



14. Pasal19ayat(2) : SusunanDewanPerwakilanrakyatdiaturdenganundang-undang.

15. Pasal20Aayat(4) : Ketentuanlebih lanjut tentanghakDewanPerwakilanRakyatdanhakanggotaDewan
PerwakilanRakyatdiaturdalamundang-undang.

16. Pasal22A:Ketentuan lebih lanjut tentangtatacarapembentukanundang-undangdiaturdenganundang-undang.

17. Pasal22BAnggotaDewanPerwakilanRakyatdapatdiberhentikandari jabatannya,yangsyarat-syaratdantata 
caranyadiaturdalamundang-undang.

18. Pasal22Cayat(4) SusunandankedudukanDewanPerwakilanDaerahdiaturdenganundang-undang.

19. Pasal22Dayat(4): AnggotaDewanPerwakilanDaerahdapatdiberhentikan dari jabatannya,yangsyarat-syaratdan 
tata caranyadiaturdalamundang-undang.

20. Pasal22Eayat(6): Ketentuanlebih lanjut tentangpemilihanumumdiaturdenganundang-undang.



21. Pasal23A:Pajakdanpungutanlain yangbersifatmemaksauntukkeperluannegaradiatur denganundang-undang.

22. Pasal23B:Macamdanhargamatauangditetapkan denganundang-undang.

23. Pasal23C:Hal-hal lain mengenaikeuangannegaradiatur denganundang-undang.

24. Pasal23D:Negaramemiliki suatu banksentral yangsusunan,kedudukan,kewenangan, tanggung jawab,dan
indepedensinya diatur dalamundang-undang.

25. Pasal23Gayat(2): Ketentuanlebih lanjutmengenaiBadanPemeriksaKeuangandiatur denganundang-undang.

26. Pasal24Aayat (5): Susunan,kedudukan,keanggotaan,danhukumacaraMahkamahAgungserta badanperadilan
di bawahnyadiatur denganundang-undang.

27. Pasal24Bayat(4) Susunan,kedudukan,dankeanggotaanKomisiYudisialdiatur denganundang-undang.

28. Pasal24Cayat(6): Pengangkatandanpemberhentianhakimkonstitusi, hukumacaraserta lainnyatentang
MahkamahKonstitusi diatur denganundang-undang.



29. Pasal25A:NegaraKesatuanRepublik Indonesia adalahsebuahnegara kepulauanyangberciri Nusantaradengan
wilayahyangbatas-batasdanhak-haknyaditetapkandenganundang-undang.

30. Pasal26ayat(3): Hal-halmengenaiwarganegaradanpendudukdiaturdenganundang-undang.

31. Pasal28:Kemerdekaanberserikatdanberkumpul,mengeluarkanpikirandenganlisandantulisan dansebaganya
ditetapkan denganundang-undang.

32. Pasal 30 ayat (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia ,
hubungankewenanganTentaraNasional Indonesia danKepolisian NegaraRepublik Indonesia di dalammenjalankan
tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan

undang-undang.

33. Pasal31ayat(3) :Pemerintahmengusahakandanmenyelenggarakansatusistempendidikannasional,dalam
rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yangdiaturdenganundang-undang.

34. Pasal33ayat(5):Ketentuanlebih lanjut mengenaipelaksanaanpasal ini diaturdalamundang-undang.

35. Pasal34ayat(4)Ketentuan lebih lanjut mengenaipelaksanaanpasal ini diaturdalamundang-undang.

36. Pasal 36C:Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur

denganundang-undang.



HAK ASASI 
MANUSIA

membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan, hak anak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi

(Pasal 28B) **

mengembangkan diri, mendapat 
pendidikan, memperoleh manfaat dari 
IPTEK, seni dan budaya, memajukan 

diri secara kolektif

(Pasal 28C) **

kebebasan memeluk agama, 
meyakini kepercayaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal, kebebasan berserikat, 
berkumpul dan berpendapat

(Pasal 28E) **

berkomunikasi, memperoleh, 
mencari, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan 

informasi,
(Pasal 28F) **

hidup sejahtera lahir dan batin,

memperoleh pelayanan kesehatan, 
mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat guna 

mencapai persamaan dan keadilan 
(Pasal 28H) **

perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan HAM 
adalah tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah

(Pasal 28I) **

berkewajiban menghargai hak orang

dan pihak lain serta tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan UU 

(Pasal 28J) **

untuk hidup serta 
mempertahankan hidup 

dan kehidupan

(Pasal 28A) **

perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, harta benda, 

dan rasa aman serta untuk bebas dari 
penyiksaan

(Pasal 28G) **

pengakuan yang sama di hadapan 
hukum, hak untuk bekerja dan 

kesempatan yg sama dalam 
pemerintahan, berhak atas status 

kewarganegaraan
(Pasal 28D) **

Pasal10ayat (1) UU12/2011

MaterimuatanyangharusdiaturdenganUndang-

Undangberisi:
1.pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun1945;

2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur 

dengan Undang-Undang;
3. pengesahanperjanjian internasional tertentu;

4.tindak lanjut atas putusan Mahkamah

Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan 

masyarakat.
hukum dalam



UUD1945

TAPMPR

UU/Perppu

PeraturanPemerintah 

PeraturanPresiden 

PerdaProvinsi

PerdaKab/Kota

DPRdanPresiden

Presiden

Presiden

GubernurdanDPRD

Bupati/ Walikotadan 

DPRD

MPR

MPR



Pasal8ayat(1) UUP3,dapatdikelompokkan,sebagaiberikut:

Pertama, peraturan yangditetapkan oleh lembaga negara yangkewenangannyadiberikan oleh UUD
1945.

Kedua, peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang.

Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota,KepalaDesaatauyangsetingkat



SumberWewenangdan 
KewenanganmembentukRegulasi

MaterimuatanPerUUandan 
PendelegasianMateri



Atribusi (kewenanganLembaga):

▪ Lembaga Negara yang memiliki
kewenangan atribusi (asli) dalam UUD atau
UU

pada 
dalamhirarki paling

▪ Lembaga Negara tersebut,ada
tinggi

kelembagaannya

LNyangdiatur kewenangannyadalamUUD

Presiden,DPR,Gubernur,Bupati/Walikota 

LNlainnya: BI,KPU,OJK, dll

AtribusidanDelegasiPembentukanaturan:

• Atribusi : Apabila kewenangan membentuk aturan diatur

dalam ketentuan yang mengatur kewenangan suatu

badan/lembaga dan dibahasakan secara umum dalam

ruanglingkupkewenangannya?

• Delegasi : Apabila kewenanganmembentukaturan diatur

dalam ketentuan yang bukan mengatur kewenangannya,

dan hanya diberikan oleh suatu ketentuan undang-

undang untuk mengatur lebih lanjut? Menggunakan

rumusan”diaturdengan”dan”diaturdalam”



Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011: “Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi (Verordnung)
atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Autonome
Satzung).”

Hans Nawiasky, membedakan norma hukum negara 

dalam4(empat)kategori pokok,yaitu

1. Staatsfundamentalnorms (Normafundamental 

negara),

2. Staatsgrundgesetz (aturan dasar/pokok 

negara),
3. FormellGesetz(undang-undang formal) dan

4. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan

pelaksana danAturanotonom).

Ada dua bentuk peraturan di bawah Undang-Undang yang merupakan
peraturan hasil penyerahan kewenangan mengatur dari undang-undang

yaitu peraturan pelaksanaan (Verordnung) Kewenangan Delegasi dan

Peraturan otonom(AutonomeSatzung)Kewenangan Atribusi.



ContohKewenanganAtribusidalammembentukaturan :

1. Pasal13huruf bUndang-UndangNo.7Tahun2017 tentangPemilu,menentukan: “KPUberwenang : menetapkan 
PeraturanKPUuntuk setiap tahapan Pemilu;”

2. Pasal1angka8UUNo.23Tahun1999 tentangBankIndonesia :

“Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuanhukumyang ditetapkan oleh Bank Indonesia danmengikat setiap orang
atau badandandimuat dalamLembaranNegara Republik Indonesia”

3. Pasal8Undang-UndangNo.21Tahun2011 tentangOJK

UntukmelaksanakantugaspengaturansebagaimanadimaksuddalamPasal6, OJKmempunyaiwewenang:

a. menetapkanperaturanpelaksanaanUndang-Undang ini;

b. menetapkanperaturanperundang-undangandi sektor jasakeuangan;

c. menetapkanperaturandankeputusanOJK;

d. menetapkanperaturanmengenaipengawasandi sektor jasakeuangan;

e. menetapkankebijakanmengenaipelaksanaan tugasOJK;

f. menetapkanperaturanmengenaitata carapenetapanperintah tertulis terhadapLembagaJasaKeuangandanpihak 

tertentu;

g. menetapkanperaturanmengenaitata carapenetapanpengelolastatuterpadaLembagaJasaKeuangan;

h. menetapkanstruktur organisasi daninfrastruktur, serta mengelola, memelihara,danmenatausahakankekayaandan 
kewajiban; dan

i. menetapkanperaturanmengenaitata carapengenaansanksisesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangandi sektor jasakeuangan.



Contohkewenangandelegasidalampembentukanperaturan:

1. Pasal145ayat(1) danayat(2) UUNo.7Tahun2017 tentangPemilu

1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan
menetapkankeputusanBawaslu.

2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan

2..Pasal437ayat(7) UUPemilu:

Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam
Peraturan Bawaslu

3. Pasal439ayat(7) UUPemilu:

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau
Pemiludiatur dalamPeraturanBawaslu.

Dari segi
Kelembagaan, 

menduduki

kewenangan

Bawaslu 

hirarki tertinggi,
sehinggadelegasipengaturan 

ada di Bawaslu, tidak boleh di

Bawaslu Provinsi, apalagi 

Kab/Kota.



▪ PeraturanDelegasi= tidak dapatdibentuktanpaadanyadelegasiaturan lebih tinggi

▪ SecaraKelembagaan: MenteriPembantuPresiden.

▪ Kedudukan Peraturan Menteri jika menggunakan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011: “Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukummengikatsepanjangdiperintahkan olehPeraturanPerundang-undanganyanglebih tinggi (Verordnung)
………”



Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011: ”Materi muatan yang

harusdiaturdenganUndang-Undangberisi”:

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan

Undang-Undang;
c. pengesahanperjanjian internasional tertentu;

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;

dan/atau

e. pemenuhankebutuhanhukumdalammasyarakat.

Pasal11UU12/2011

MaterimuatanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-

Undangsamadenganmateri muatanUndang-Undang.

Pasal14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah

dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undanganyanglebih tinggi.

Pasal12

Materi muatan Peraturan Pemerintahberisi materi untuk 

menjalankanUndang-Undangsebagaimanamestinya.

Pasal13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang

diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk

melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahan.



PendelegasianPengaturanPerundang-Undanganseharusnyaberjenjang sesuaikewenangan:
a. KewenanganKelembagaanPembentuk

Jika Undang-Undang, maka delegasinya ke Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, setelah Peraturan
PemerintahturunkeMenteri.

b. Berbeda dengan Peraturan Lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, dapat
dibenarkan bila diberikan kewenangan delegasi mengatur secara langsung oleh undang-undang. Karena
eksistensi lembaganegaraini mendapatkankewenanganatribusi dari Undang-UndangDasar.

c. Berbeda halnya dengan Peraturan Menteri yang hanya mendapatkan delegasi kewenangan dari Presiden,
sehingga tidak tepat ketika undang-undang langsung melewati “tangga-tangga” dibawahnya dan memberikan
kewenangansecaralangsungkepadaseorangMenteri.

d. Diperlukan pembedaan antara derajat peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang kewenangannya
diatur dalam UUD dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri/Lembaga/Komisi yang kewenangannya diatur
dalamUndang-Undang.

e. Berbeda dengan Presiden yang memiliki kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), sehingga kewenangan Presiden membentuk Perpres
bersumberdari kewenanganPresidendalammenjalankankekuasaanpemerintahan. (Diskresi)

f. KedudukanMenteriberbedadengankekuasaanPemerintahanyangterbagiantarapemerintahanPusat,Provinsi,
kabupaten/kota (Pasal 18 ayat (1) UUD 1945) menunjukkan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan oleh
PresidendanDPR,bisamemberikandelegasikepadaPresidendanPemerintahanDaerah.



1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor

register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika

perkembanganperaturanperundang-undanganmengenaiprodukhukumdaerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan

Kabupaten/Kota Kepada Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun2005 tentangDesa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 

TentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatuPintuDaerahbahwaUntukMelaksanakanKetentuanPasal25 Ayat

(1) PeraturanPresidenNomor97 Tahun2014TentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatuPintu.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Penggabungan Dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penggabungan dan Penyatuan

PerguruanTinggiSwasta;



KEWENANGAN ATRIBUSI 
DAN DELEGASI DALAM
MEMBENTUK REGULASI

DIDAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan

undang-undang.

Pasal18ayat1UUD1945

Pasal18ayat(6) UUD1945:

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakanotonomidantugaspembantuan.

Produk Hukum Daerah sebagai Aktualisasi Otonomi 

Daerah



▪ AsasOtonomiadalahprinsipdasarpenyelenggaraanPemerintahanDaerahberdasarkanOtonomiDaerah.

▪ Desentralisasiadalahpenyerahan UrusanPemerintahanolehPemerintahPusatkepadadaerahotonomberdasarkanAsasOtonomi.

▪ DekonsentrasiadalahpelimpahansebagianUrusanPemerintahanyangmenjadikewenanganPemerintahPusatkepadagubernur sebagaiwakilPemerintahPusat, kepada 

instansivertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepadagubernur danbupati/wali kotasebagaipenanggung jawaburusanpemerintahanumum.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan.

OtonomiDaerah
desentralisasi

Kebebasanmengatur 

daerahnya

TugasPembantuan Konkuren (pusat-prov-

kab/kota)
Pasal236ayat(1) UUPemdaUntukmenyelenggarakanOtonomi 

DaerahdanTugasPembantuan,DaerahmembentukPerda.



TERIMA KASIH


